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KAJIAN EVALUASI
PASCA DIKLAT KEPEMIMPINAN
TINGKAT I], III DAN IV

Kinerja pemerintah dewasa ini menjadi isu
perbincangan di kalangan akademisi, aparatur
pemerintah, dan bahkan masyarakat. Kinerja
tidak hanya dijadikan sebagai tolak ukur
kemampuan pemerintah untuk mengelola

PENDAHULUAN

Inovasi sebagai salah satu strategi untuk
meningkatkan kinerja instansi pemerintah,
diharapkan berpengaruh terhadap optimalisasi
sumber dava yang ada demi pencapaian target
kinerja. Dalam menciptakan inovasi, terdapat
beberapa elemen penting yvang menjadi
pertimbangan agar inovasi dalam pemerintahan
dapat berjalan secara berkesinambungan, yaitu,
penggunaan teknologi informasi, kecepatan dan
kemudahan, serta efisiensi pelayanan.

Pengembangan inovasi di Indonesia sedang
masif dalam dasawarsa terakhir, sejalan dengan
munculnya dua corong kebangkitan inovasi, yaitu
laboratorium inovasi daerah dan diklat
kepemimpinan. Laboratorium inovasi merupakan
salah satu alternatif yang diciptakan untuk
mendorong instansi pemerintah daerah dalam
mengembangkan inovasi, Tersedianyva layanan
konsultasi dalam laboratorium inovasi

sumber daya, tetapi juga keseriusan pemerintah
dalam melayani masyarakat. Salah satu tema yang
sering diangkat adalah strategi yang dilakukan
untuk meningkatkan kinerja pemerintah.

dimaksudkan agar terciptanya inovasi yang
optimal sesuai dengan kondisi daerah. Selain itu,
adanya kewajiban untuk mengikuti diklat
kepemimpinan untuk pengembangan inovasi
akan berkontribusi pada pertumbuhan inovasi
daerah yang relatif signifikan. Hal ini sejalan
dengan pernvataan Hartley (2005), bahwa inovasi
mampu mendorong peningkatan kinerja dengan
menggunakan inovasi-inovasi di bidang
pelayanan publik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
hasil/dampak diklatpim terhadap peningkatan
kinerja alumni dan unit organisasi,
mengidentifikasi faktor pendorong dan
penghambat pelaksanaan proyek inovasi alumni
pasca diklatpim, serta mengetahui kompetensi
adaptive leadership alumni dalam rangka
pengembangan inovasi baru.

KONSEP INOVASI DAN KINERJA ORGANISASI

Bessant (2009) mendefinisikan inovasi
adalah “ to make something new, tochange” sesuai
dengan arti dari kata in dan novare yang berasal

dari Bahasa Latin yang artinya membuat sesuatu
yvang baru, untuk merubah. Sedangkan menurut
Robbins dan Judge (2011), inovasi merupakan
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sebuah gagasan baru yang dijalankan untuk
memprakarsai atau memperbaiki suatu produk,
proses atau layanan, Berdasarkan beberapa studi
dan riset dapat di:—iimpulkdn bahwa inovasi
menitikberatkan pada aplikasi dan gagasan barn
untuk memperbaiki atau menghasilkan suatu
produk, jasa layanan, proses dalam pelaksanaan
pekerjaan maupun perbaikan dalam pelayanan.

Tujuan adanya inowvasi adalah untuk
merevitalisasi administrasi publik, membuatnya
lebil pro aktif, akuntabel dan lebih berorientasi
pada pelavanan. Sebuah inovasi vang telah
diciptakan bisa dijadikan sebagai pengungkit dan
pendorong terciptanya inovasi lainnya. Untuk
itulah diharapkan agar pemerintah sebagai
pelavan masyarakat harus lebih responsif
terutama dalam penerapan inovasi untuk
menghadapi permasalahan vang ada. Sesuai
dengan pernyataan Suryanto (2016), bahwa
inovasi menjadi hal mutlak dalam sistem
administrasi negara, pemerintahan harus
TE'—i]’JHI‘I'—iiF w:;-.bag;-:i p:e.!a:,.ran rna-ay;—:rakat. Karena
apapun kebutuhan masvarakat, pemerintah harus
dapat merespon dengan cepat.

Kajian Evaluasi Pasca Diklat Kepemimpinan
tingkat 11, [, dan 1V dilakukan dengan
mengkombinasikan metode kuantitatif dan
kualitatif. Metode Kuantitatif dilakukan dengan
mengukur tingkat pemanfaatan alumni diklat
dalam jabatan struktural. Sedangkan melode
Kualitatif dilakukan untuk mengetahui dan
mendeskripsikan dampak diklatpim terhadap
peningkatan kinerja alumni dan unit organisasi.

Dralam penelitian ini ditetapkan 95 sampel
berdasarkan wilayah dan jenis diklat, dari total
populasi sebesar 306 arang. Dari sampel tersebut
disusun data kualitatif berupa transkrip
wawancara dan selanjutnya dilakukan coding
untuk selueruh informasi yang diperoleh.
Sementara dalam data kualitatif vang berupa
kuesioner dilakukan pengukuran self-assessment
alumni terhadap peningkatan output, outcome,
akuntabilitas, pelayanan dan transparansi.
Kuesioner tersebut juga memasukkan beberapa
faktor pendukung dan penghambat baik secara
internal maupun cksternal, scperti kebijakan,
komitmen, mentor, staf, sarana dan prasarana,
anggaran dan stakeholder. Sedangkan yang
dikategorikan faktor penghambat eksternal
adalah kebijakan pemerintah, perubahan perilaku
danmunculnya inovasi baru,
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Hasil kajian ini dari 95 alumni vang
dijadikan sampel, terdapal hasil pengolahan
kuesioner yang menyatakan tingkat pemanfaatan
alummni diklat kepemimpinan dalam jabatan

struktural diperoleh data hasil sebagai berikul:

Kondisi Aktual Alumni

1,05% —"l_
4,21%

m Masib dalam Jabatan B Fungsional Umum

Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat
bahwa angka 51,58 persen atau 49 orang vang
dicapai oleh kiﬂegnri masih dalam j.'-:ll‘:a.,=.l'a1'|J
merepresentasikan bahwa tingkat pemanfaatan
alumni pasca diklat masih relatif tinggi.
Sedangkan untuk kategori tidak menduduki
jabatan sama sekali hanya sebanyvak 421 persen
atan sebanvak 4 responden. Jumlah ini memang
sedikit dan menggambarkan bahwa pemanfaatan
alumni dalam jabatan struktural belum optimal,
mengingal dari 4 responden terscbul dua
diantaranya merupakan lulusan terbaik dan
masuk dalam peringkat 53 besar pada
angkatannya.

Berikut adalah hasil jawaban alumni dalam
bentuk tabulasi silang antar indikator:

Peningkatan Penin;;karan Clutcome Total
Output | Tinggi | Sedang | Rendah =
Tingi 24 5 i 29
Sedang 4 22 3 29
Bendah 0 3 23 26
Total il a0 26 b4

Peningkatan | Peningkalan Akuntlabilitas Total
Pelayanan | Tinggi | Sedang | Rendah |
Tingi 29 5 0 4
Sedang 2 16 3 21
Rendah 0 f 23 29
Total 3 27 26 54

Tabel di atas menunjukkan Bahwa hanya
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34,52 persen alumni vang menyatakan adanya
peningkalan akuntabilitas dan kualitas pelayanan
setelah mengikuti diklat, Akan tetapi, lebih dari 50
persen tidak mengalami hal tersebut. Hal ini
dikarenakan, produk inovasi tidak memberikan
hasil vang menyeluruh dalam hal peningkatan
pelayanan danakuntabilitas.

peningkatﬂ_n J.'*Lfn.i.ng.;katm Tran:spa.ra.mj. Tl

Akuntabilitas| Tinggi | Sedang | Kendah
Tinggi 30 1 0 31
Sedang fa 19 2 iy
Rendah 0 4 22 26

Total 36 24 24 54
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Berdasarkan Tabel di atas, terdapat 35,71
persen alumni yvang mengatakan adanya
peningkatan transparansi dan akuntabilitas vang
sangat aign[ﬁkun pasca |t1r.:ng_ikuti diklat., Oleh
karena itu, walaupun ada 26,19 persen alumni
vang menjawab rendahnya dampak pasca diklat,
hal ini hanyalah sebagian kecil yang bisa
disebabkan beberapa faktor antara lain adanya
mutasi dan perubahan nomen klatur SKPK sesuai
dengan UL Pemerintahan Daerah No.23 Tahun
2014,

HAMBATAN DAN TANTANGAN INOVASI DI DAERAH

Tahapan inovasi dapat dibagi ke dalam lima
tahapan vaitu gencration (pengembangan),
selection (pemilthan), implemenfation (penerapan),
sustaining (keberlangsungan}, dan diffusion
{penyebaran). Akan telapl, hambatan inovasi
tidak terjadi pada setiap level inovasi, Pemerintah
Australia telah menetapkan doa pulub tiga faktor
yang dapat menghambat inovasi. Akan tetapi,
hanva enam faktor yang dapat mempengaruhi
movasi di seluruh tahapan inovasi yaitu the risk
{risiko), shori-berme focus (fokus jangka pendek),
Sailure of leadership (kepemimpinan yang lemah),
policies and procedures (kebijakan dan prosedur),
efficiency and resources (efisiensi dan sumber dava),
danexternal opposifion (kondisicksternal).

Putra {2017) dalam penelitiannya
menemukan tiga hambatan vang paling sering
ditemui di instansi pemerintah yaitu
kepemimpinan, pengetahuan, dan budava
organisasi, Menurut Munro (2005) hambatan yang
dihadapi pimpinan dalam pengembangan inovasi
adalah dalam menetapkan prioritas inovasi,
strategri vang tidak jelas dan kegagalan dalam
memberikan contoh. Sementara itu, pengetahuan

REKOMENDASI

Kajian ini merckomendasikan beberapa
hal penting terkall dengan stakeholder scbagai
elemen yang memegang peranan penting dalam
pengembangan inovasi. Terutama bagi
pemerintah daerah dan instansi asal peserta
diklatpim agar mampu mengoptimalkan
kompetensi vang dimiliki alummni dan inovasi

dan persepsi berbeda-beda yang dimiliki pegawai
permerintah mendorong adanva kesenjangan dan
berakibat pada kurangnya dukungan terhadap
pengembangan inovasi, Hambatan budaya
digolongkan menjadi tiga jenis karakter, vaitu
perlawanan terhadap perubahan; tidak adanya
apresiasi yang nyata bagd penggzagas inovasi, dan
kurangnva kegiatan sharing-knewledge.

Sistermn Diklat yang sudah diluncurkan sejak
tahun 2013 ini diharapkan dapat melahirkan
alumni vang mempunyai gaya kepemimpinan
adaptif. Inovasi dengan makna kebaharuan baik
pada input, proses, output dan bahkan ooteome
dari suatu produk. Ide baru berupa proyek
perubahan yang selama ini menjadi salah satu
persyaratan kelulusan diharapkan melahirkan ide
baru atau mendorong unit kerja alumni hisa
mendorong ide-ide baru tersebut terwujud. Ide
pernaksaan untuk berinovasi bagi seorang peserta
diklat nantinva diharapkan tumbubh menjadi
sebuah budava. Alumni nantinya juga diharapkan
dapat menularkan budayva untuk berinovasi di
lingkungan kerjanya.

vang dikembangkan, Instansi pengirim
diharapkan mampu memflasilitasi dan
mendorong pengembangan inovasi baru dengan
memanfaatkan kompetensi adeptive ledershp
alumni untuk menghadapi berbagai tantangan
dan permasalahan dalam dunia pemerintahan.
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